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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam 

bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam 

berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2019 dan sebagai bentuk keterbukaan 

informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 14 

tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.   

LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kota Batam Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang tercantum pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2016 ï 2021. 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Batam memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta 

indikator kinerja utama. Visi BKPSDM adalah terwujudnya aparatur 

pemerintah yang bermoral, profesional dan berdisiplin, dengan Misi yaitu 1) 

Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang 

memiliki IMTAQ dan menguasai IPTEK, 2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja 

aparatur, dan 3) Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kepegawaian 

yang efektif dan efisien.  

Dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Batam  2016 ï 2021 tercermin tujuan strategis 

yang hendak dicapai yaitu: òMeningkatkan Profesionalisme ASN� .́ 

Sementara itu untuk merealisasikan tujuan strategis tersebut, Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam 

menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut: 

a. Persentase pelayanan kenaikan pangkat tepat waktu 

b. Tersusunnya Formasi ASN 

c. Persentase penetapan aparatur sesuai dengan kompetensi 

d. Persentase SKPD yang telah memutahirkan data ASN 

e. Persentase pelayanan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen dan KPE 

f. Tersedianya media informasi kepegawaian 

g. Meningkatnya jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat untuk 

menduduki jabatan 

h. Persentase ASN yang telah mengikuti diklat bersertifikat 

i. Terlaksananya pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional 

j. Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikan 

k. Tersusunnya rencana diklat yang sesuai dengan kebutuhan ASN 

l. Terlaksananya seleksi jabatan struktural 

m. Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin aparatur 

 


